
WAUKOTA MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 19 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGG-ARAN 2016 

MeJlimbaog 

Mengingat 

WALIKOTA MADIUN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerab Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan 

Peraturao Walikota Madiun ten tang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tabun Anggaran 2016 ; 

I . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lodonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400) ; 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

6 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahao Daerah (Lembaran Negara Republi.k 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

7 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Re tribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

8 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembeotukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

9 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilc 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana 

telah cliubah beberapa kali tera.khir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarao 

Negara Republik [ndonesia Nomor 5679) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan dan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 210, Tambaban Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukao Protokoler dao Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Repub'lik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambaban Lembaran Negara Republi.k lndonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah cliubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 4712) ; 
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12. Peratura.n Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik lodonesia Tahuo 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembarao Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 lentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangao Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembarao 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarao Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Staodar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4585) ; 

L7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan K.i.nerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dlan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 4693) ; 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia) ; 

20. Peraturan Pe.merintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuanga.n Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161 ) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Alruntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 5219) ; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272) ; 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republi.k Indonesia Nomor 6041) ; 

26. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang 

Tunjangan Tenaga Kependidikan ; 
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27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015; 

28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratu.ran Perundang­

undangan; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelornpokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah serta. Tata Cara Pengembalian 

Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana Operasional ; 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07 /2008 

tentang Penggunaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi 

Dana bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

85/PMK.07 /2009 ; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosia1 

yang bersum.ber dari Anggaran Pendapatan dan belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 

Tahu□ 2016; 

33. Pe.raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tah.un 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah 

diubah deogan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2015; 
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35. Peraturan Daerab Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Kota Madiun Tabun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E); 

36. Peraturan Daerab Kota Madiun Nomor 02 Tabun 2011 

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanab dan Bangunan 

(Lembaran Daerab Kota Madiun Tabun 2011 Nomor 1/B); 

37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tabun 2011 

tentang Pajak Air Tanah (Lem baran Daerab Kota Madiun 

Tahun 201 l Nomor 2/B) ; 

38. Per-aturan Daerab Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor l /C); 

39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tabun 2011 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E); 

40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tabun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerab Kota Madiun 

Tahun 2011 Nomor 3 / B) ; 

41. Peraturan Daerab Kota Madiun Nomor 24 Tabun 2011 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran 

Daerah Kota Madiun Tabun 2011 Nomor 4/B); 

42. Peraturan Daerab Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tabun 2012 Nomor 10/E); 

43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tabun 2013 

tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Dacrab 

(Lembaran Daerab Kota Madiun Tabun 2014 Nomor 2/E); 

44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tabun 2015 

tcntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tahun 

Anggaran 2016 (Lembaran Daerab Kota Madiun Tabun 

2016 Nomor 3/ A) ; 

45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2016 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerab Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota 

Madiun Tabun 2016 Nomor 2/A); 
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46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pen1bentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerab Kota Macliun Tahun 2016 Nomor 1/C); 

47. Peraturan Da.erah Kota Madiun Nomor Tahun 2017 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerab Tabun Anggaran 2016 

(Lembaran Daerah KotaMadiun Tabun 2017 Nomor / A); 

48. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2015 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016; 

49. Peraturan Walikota Macliun Nomor 21 Tahun 2016 

tenr.ang Peajabaran Perubaban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ; 

MEMUTOSKAH : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2016. 

Pasal 1 

Laporan re.a.Hsasi anggaran Tahun Anggaran 2016 tercliri atas: 

a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli Dacrab 

2 . Dana Perimbangan 

3. Lain-lain Pendapatan 

yang sab 

Jumlah Pendapatan 

b. Belanja 

1. Belanja Ti4ak Langsung 

a) Belanja Pegawai 

b) Belanja Bunga 

c) Belanja Subsidl 

d) Belanja Hibah 

e) Belanja Bantuan Sosia1 

f) Belanja Bagi Hasil 

kepada Kelurahan 

Rp. 173.235.929.827,80 

Rp. 717.561.434.206,00 

Rp. 107.484.966.504,00 

Rp. 998.282.330.537,80 

Rp.457.736.983.096,00 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 4.895.1 3 1.600,00 

Rp 4.455.685.000,00 

Rp. 0,00 



- 8 -

g) Belanja Bantuan 

Keuangan 

h) Be]anja Tidak Torduga 

2. Belanja Lang,sung 

a) Belanja P,egawai 

b) Belaoja Barang 

danJasa 

c) Belanja Modal 

Jumlab Belanja 

Surplus/ (De.fisit) 

c. Pembiayaan 

Rp 627 .846. 700, 00 

Rp. 0 ,00 

Rp.467.715.646.396,00 

Rp. 53.506.23 l.170,00 

Rp.263.947.611 .009,44 

Rp. 246.394. 704. 721,00 

Rp.563.848.546.900,44 

(Rp. 33.281.862.758,64) 

1. Penerimaan Rp.339. 139.349.352,77 

2. Pengeluarao Rp 0,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp.339.139.349.352,77 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

Tahun bcrkeoaan Rp.305.857.486.594,13 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagairoeoll climaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota 

lOJ . 

Pasal3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

de]am Pasal 1 dirinci lebih laojut ke dalarn penjabaran laporan 

realisasi aoggaran. 

Paaa14 

Penjabarao laporan rea!isas:i anggaran sebagairoana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran U Peraturan 

W alikota i:ni. 
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Pasal 5 

Lampiran sebagaimana climaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

Pasal 6 

Peraturan Walikota iru mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Serita Daerah Kota Madiun. 

Diundangkan di M A D I U N 
pada tanggal 22 Aguscus 2017 

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

D rs. MAIDI, SH. MM, M .Pd 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19610512 198803 1 010 

SERITA DAERAH KOTA MADIUN 
TAHUN 2017 NOMOR 20/G 

Ditetapkan di MA D I U N 

pada tanggal 22 Agustus 2017 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a .n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS OAERAH 

.b. 
HUKUM 

Pembina 
NIP. 19750117 199602 1 001 


